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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan
Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr Mengenai Dispensasi Kawin” yang
dilatarbelakangi karena maraknya fenomena perkawinan yang dilakukan oleh anak
di bawah umur disebabkan karena minimnya pengetahuan dari masyarakat
mengenai perkawinan dan dampak yang mungkin timbul apabila dilaksanakan oleh
anak di bawah umur. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah mengenai,
1) Bagaimana proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:
105/Pdt.P/2022/PA.Kdr, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan
Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA Kdr, dan 3) Apa yang
menjadi faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis meneliti
menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mengamati suatu
fenomena dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan
yang menunjukkan bahwa; 1) Proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama
Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA Kdr diawali dengan mengajukan permohonan
dan memenuhi persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan pemilihan Hakim,
Panitera Pengganti, dan Jurusita, pelaksanaan sidang pertama, pemeriksaan perkara
dan pembuktian, diakhiri dengan Hakim mengeluarkan penetapan, 2) Pertimbangan
hakim dalam Penetapan tersebut dipertimbangkan dari keterangan para pihak, bukti
surat, keterangan saksi, kondisi yang melatarbelakangi perkara, dan kondisi anak,
dan 3) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin
adalah kedua calon mempelai saling mencintai, calon istri hamil di luar nikah, dan
faktor pendukung yaitu calon suami sudah memiliki pekerjaan sehingga dapat
memberi nafkah.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim
Pembimbing Ytama,”” Pembimbing Pembantu,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebaiknya dilakukan dengan usia, finansial, mental, serta fisik
yang matang.' Ada berbagai alasan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di
bawah umur seperti kondisi perekonomian, kekhawatiran orang tua, atau juga
rendahnya pendidikan mengenai perkawinan. Minimnya pengetahuan dalam diri
masyarakat berkenaan dengan perkawinan di bawah umur menimbulkan rasa abai
akan dampak yang timbul apabila fenomena ini terjadi terus menerus sehingga
dianggap bahwa permasalahan yang timbul mengenai perkawinan di bawah umur
tidak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan mereka yang menjalankan.’
Peran orang tua sangat penting untuk menghindari terjadinya fenomena perkawinan
di bawah umur. Anak-anak memerlukan pengawasan dari orang tuanya demi
terhindar dari pergaulan bebas yang marak terjadi di era sekarang.

Permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Indonesia cenderung
mengalami kenaikan dilihat dari laporan tahunan oleh Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Agama. Pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung

per tahun 2019 ditemukan sejumlah 24.864 perkara.’ Jumlah perkara mengalami

! Alvan Fathoni, “Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Sosiologi Hukum”, Jurnal Studi Keislaman AT-TURAS, Vol. 4 No. 1, Probolinggo: UNUJA , 2017,
hlm. 71

ZA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet.1, Ed.1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 29

? Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI, Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Tahun 2019, 2020, hlm. 5



kenaikan yang cukup banyak dilihat dari tahun 2018 yang memiliki sejumlah
13.822 perkara.*

Undang-Undang telah menentukan peraturan mengenai perkawinan dimana
perkawinan diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi kriteria usia yang
cukup, sedangkan perkawinan anak di bawah umur masih menjadi salah satu
fenomena yang tidak jarang ditemukan di negara berkembang, terutama di
Indonesia. Fenomena ini dilangsungkan oleh anak laki-laki dan perempuan yang
belum menginjak usia dewasa, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi anak laki-laki
dan 16 (enam belas) tahun bagi anak perempuan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sering disebut dengan
Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut diubah ke dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan
hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun
karena dianggap sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan
perkawinan. > Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan, apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan tersebut maka dapat
melakukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.’ Permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua

calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal

* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI, Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Tahun 2018, 2019, hlm. 5

> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan

6 Rio Satria, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-
kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10, hlm.1,
diakses pada 21 September 2022




pemohon. Para hakim yang mengadili dispensasi kawin haruslah menyikapi perkara
dengan bijak melalui pertimbangan serta keputusan yang berdasar pada fakta
hukum berupa keterangan orang tua, calon mempelai, serta pengakuan para saksi
yang telah terbukti di persidangan.’

Banyaknya fenomena perkawinan di bawah umur dan dampak yang
dihasilkan menimbulkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,
yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selanjutnya disebut Perma Nomor 5
Tahun 2019. Sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin diatur
dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku III
Revisi 2013. Peraturan tersebut diubah karena adanya perubahan batas usia, adanya
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The
Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak-Anak), dan kurangnya
penegasan mengenai proses mengadili dispensasi kawin.® Perma Nomor 5 Tahun
2019 bertujuan untuk memperketat peraturan atau regulasi dispensasi kawin serta
mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur.’

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berisi mengenai

ketentuan umum berupa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan dispensasi

7 M. Akhlis Azamuddin Tifani, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”, Tesis,
Ponorogo: TAIN, 2021, hlm.3

¥ Marta Shofiya Labibah, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8
Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan
Biaya Ringan”, Skripsi, Malang: UIN, 2021, hlm. 2

Fitriati Salamah, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir
Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”, Skripsi, Jakarta: UIN, 2022,
hlm. 2



kawin, asas dan tujuan mengadili dispensasi kawin, ruang lingkup dan persyaratan
administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, pengajuan
permohonan dan prosedur pemeriksaan, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta
klasifikasi hakim yang berwenang dalam proses beracara.

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis meneliti kasus sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Pengadilan Agama Kediri Nomor:
105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak laki-
laki bernama Mohammad Syah Afiq Azra selaku yang berusia 19 tahun dan anak
perempuan yang bernama Yasinta Ainun Naim yang berusia 16 tahun. Ayah dari
anak perempuan selaku Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mujoroto, Jawa Timur, namun ditolak oleh
KUA karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum
memenuhi syarat perkawinan. Setelah mendapat penolakan, Pemohon mengajukan
permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kediri karena hubungan
anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu erat dimana Anak
Pemohon sudah hamil 6 bulan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
perkawinan di bawah umur seperti kasus di atas dipandang sebagai penyimpangan
sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin harus sesuai

dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.'° Peran

1% Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam
Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.
14 No. 2, 2020, hlm. 379



hakim dalam menetapkan suatu keputusan menjadi faktor terpenting terhadap
peningkatan perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi karena keputusan
untuk mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan tergantung oleh keputusan
hakim. Hakim harus memiliki legal reasoning dalam mengabulkan atau menolak
permohonan dispensasi kawin. Tentu tidak hanya berdasar dengan intuisi hakim,
namun juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.''

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai kasus di atas, penulis
berpendapat bahwa penelitian ini menarik untuk dianalisis secara deskriptif dan
normatif sehingga tidak terpisahkan dari dasar-dasar hukum yang ada. Maka dari
itu, penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:

105/Pdt.P/2022/PA.Kdr Mengenai Dispensasi Kawin.

' M. Akhlis Azamuddin Tifani, Op.Cit., him. 5



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian latar belakang yang telah dijabarkan terdapat

pertanyaan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan, yaitu:

1.

Bagaimana proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:
105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin?

Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri
Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin?

Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah di atas,

maka tujuan yang ingin dicapai penulis mengenai penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis proses beracara dalam Penetapan
Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan
Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai
pelaksanaan dispensasi kawin.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya permohonan

dispensasi kawin.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi
mengenai penelitian ini, yaitu:
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai
pelaksanaan dispensasi kawin.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-
penelitian selanjutnya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Penulis
Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan
mengenai dispensasi kawin.

b. Terhadap Pengadilan
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan
putusan pengadilan.

c. Terhadap Masyarakat
Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai dispensasi
kawin anak di bawah umur khususnya bagi para orang tua yang masih

memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya.



E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian ini
membahas mengenai proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri
Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan
Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin, dan

faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin.

F. Kerangka Teori
Teori merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena
berfungsi sebagai bantuan penulis dalam melakukan pemecahan masalah yang
diangkat oleh penulis. Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap dan sudah tentu.'?
Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum bermakna hukum itu sendiri. Adapun
4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna tersebut, yakni:"
a. Hukum itu positif, yang berarti hukum adalah perundang-undangan
(gesetzliches Recht),

b. Hukum didasarkan pada fakta dan bukan berdasar pada penilaian hakim

nantinya;

12 W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga”, Balai Pustaka,
2006, hlm. 847

3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 292-293



c. Fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan;
d. Hukum positif tidak boleh sering diubah.

Kepastian hukum merupakan jati diri dari hukum dan digunakan sebagai
pedoman terhadap setiap perilaku seseorang. Asas kepastian hukum menjadi
jaminan bahwa hukum wajib dijalankan dengan tepat karena kepastian menjadi
tujuan utama dalam hukum. Putusan hakim menjadi bagian dari proses penegakan
hukum yang di dalamnya mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian
hukum sebagai alat untuk membahas dan menganalisis proses beracara dalam

Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memeriksa perkara berperan penting demi terwujudnya nilai
keadilan (ex aquo et bono) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim haruslah
dilakukan dengan teliti dan cermat karena pertimbangan tersebut memiliki
pengaruh bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalam perkara. Apabila
pertimbangan tersebut tidak sesuai, maka dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
atau Mahkamah Agung.'

Pengadilan Agama mempertimbangkan dua kemudharatan bagi mereka
yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan di bawah umur yang

dilakukan oleh anak-anak dan kemudharatan apabila permohonan dispensasi kawin

14 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004, him.140
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yang diajukan ditolak. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan fakta hukum
yang ada dalam persidangan. Fakta hukum tersebut dapat berupa keterangan orang
tua, calon mempelai, dan juga saksi-saksi yang menghadap ke persidangan."

Jika dikaitkan dengan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori
pertimbangan hakim sebagai sarana untuk membahas dan menganalisis
pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:

105/Pdt.P/2022/PA Kdr.

3. Teori Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum memiliki definisi yaitu mempelajari hubungan timbal
balik antara hukum sebagai suatu gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.'®
Lahirnya pemikiran mengenai sosiologi hukum ditentukan oleh pemikiran para ahli
hukum dan ahli sosiologi.'” Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum diartikan
sebagai ilmu yang mempelajari mengenai fenomena hukum, sehingga muncul
karakteristik sosiologi hukum secara sosiologis, yaitu:'®
a. Memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai praktik hukum oleh penegak
hukum dan masyarakat.

b. Sosiologi hukum berperan menguji validitas dari suatu peraturan hukum.

15 Rio Satria, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-
kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10, hlm.2,
diakses pada 21 September 2022

16 Munawir, Sosiologi Hukum, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010, hlm. 1

17 Mira Hasti Hasmira, Sosiologi Hukum, Padang: UNP, 2015, hlm. 19

18 .

Ibid., hlm. 7
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c. Fokus utama dari sosiologi hukum yaitu memberikan penjelasan terhadap
objek yang sedang dipelajari.

Pemahaman mengenai sosiologi hukum menghasilkan tiga manfaat, yaitu
memberikan kemampuan berupa pemahaman hukum dalam kerangka sosial,
memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam lingkungan
masyarakat, dan memberikan kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap
hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori
sosiologi hukum sebagai sarana untuk membahas dan menganalisis faktor

penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau yang dapat juga
disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yakni suatu prosedur penelitian guna
mengungkapkan kebenaran yang dilihat dari logika keilmuan dari segi normatif.
Segi normatif ini tidak hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan, tetapi
juga berisi mengenai norma hukum dan prinsip hukum yang menitik beratkan pada

pedoman perilaku.*’ Penelitian hukum normatif berpusat pada penemuan hukum

" Ibid., him. 5

20 Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yurudis”,
https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-
yurudis/, diakses pada 10 September 2022
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positif, doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah dari
hukum.”'
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach).
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan atau statute approach dibahas dengan
meneliti isi dari perundang-undangan dan juga aturan-aturan yang
berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti,” seperti penggunaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Pendekatan kasus (case approach)
Pendekatan kasus atau case approach dilakukan dengan menelaah kasus
yang berkaitan dengan isu yang sedang terjadi. Kasus yang ditelaah telah
menjadi putusan atau penetapan pengadilan sehingga memiliki kekuatan
hukum tetap.*
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum menjadi faktor penting sebagai pertimbangan dalam
penggunaan teknik pengumpulan data. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, hlm. 52

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013, him. 133
% Ibid., him. 135
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a. Bahan Hukum Primer
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
ii.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
iii.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
iv.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
v.  Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA Kdr.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, hasil-hasil penelitian
dalam jurnal dan majalah, serta pendapat para pakar di bidang hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus-kamus bahasa.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan data merupakan hal yang penting dan menjadi tahap pertama
sekaligus tujuan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan internet.
Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur
yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.** Bahan
hukum didapatkan dari koleksi pribadi penulis dan koleksi ruang baca Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum melalui

2 Alif Melani, “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang
Tuanya Manusia”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
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internet dilakukan dengan mengakses website dan jurnal hukum yang dipublikasi

secara online.

5. Analisis Bahan Hukum
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni metode
penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan mengutamakan
pengamatan fenomena dan dijabarkan secara deskriptif.>’

6. Penarikan Kesimpulan
Penulis menarik kesimpulan secara deduktif yang diawali dengan pertanyaan
bersifat umum dan menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat

khusus.

» Anugerah Ayu Sendari, “Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah
Tulisan  Ilmiah”,  https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-
kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah, diakses pada 10 September 2022
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